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MASRULLAH MAPPATANG

SAMARINDA - Pengamal Sosial
Budaya dar Universitas Mulawar-
man {Unmul), Nasruliah Magpatang
mengatakan penanganan Corona
Virus Disease 2018 (Covid-18) me-
merukan semangat gotong-rayong
dari berbagai pihak. Tidak bisa
hanya pamerintzh, malainkan juga
dari masyarakat luas. "Solidaritas
sosial tentu sangat penting.” kata
Masrullah,

Kendati demikian, yang paling
penting dan utama adalzh kefoku-
san dan keseriusan pemenntah
saagai penanggung jewab. Soli-
dantas sosial berupa teman bantu
faman atau rakyal baniu rakyal
adalah sesuatu hal vang sudah
mandarah daging dan membu-
daya di masyarakat. Selain i,
peru kesadaran darl yang berke-
cukupan untuk maembantu yang
berkekurangan. "Agar tercipta jaring
pengaman sosial,” tukasnya.

Kalau ini dilakukan secara bai,
krisis kesehatan yang terjadi saat ini
fidak berlanjut pada krigis ekonomi,
kemudian sosial, apalagl sampai
krisis politik, “Bantu saudara kita
yang kesusahan. Karena jika tidak,
kaum berada juga yang akan
terkena dampaknya kalau krisis
kesshatan ini berdanjut ke krisis
ekonomi sosial,” paparnya.
Membangun JPS di tengah ke-
sulitan saat ini memang diperlukan
dalam rangka mancegah terfjadinya
hal-hal yang tidak diinginkan akibat
barubahnya tatanan sebagai akibat
dari krisis kesahatan menjadi krisis
akonomi yang bisa barujung krisis
sosial dan politik. “Makanya perlu
dicagah sedini mungkin secara
manyaiuruh dengan penanganan
sarnus dan terfokus dari pamernntah
dan redistribusi sumber daya dan-
gan kaum barada mambantu yang
sedang kesusahan,” tandasnya,
Selain itu, juga perlu dilskukan
realokasi anggaran basar-besaran
dan fokus menangani Covid-19

di bidang kesehatan, Perbanyak
vaksinasi dan ber makan sera
obat-obatan kepada rakyat yang
kesulitan. “Kalau bisa hentikan
proyes-proyek besar dan memakan
anggaran besar. Fokus vaksinasi
dan kasih makan rakyat yang kesu-
litan. Kalau tidak baqitu, rakyat bisa
kelaparan, sulit diatur dan pandemi
akan semakin lama ditangani,”
tambahnya. (ay)

Rudy Mas’ud Sebut Makmmur Salah Alamat

Ketika Gugatan Disampaikan ke Mahkamah Partai

SAMARINDA - Ketua Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Partai
Galkar Kaltim, Rucdy Mas'ud men-
ganggap langkah yang dilakukan
Ketua DPRD Kaltim Makmur
HAPK menggugat Keputusan dari
Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
terkait pergantian dirinya dari
jabatannva ialah langkah vang
lidak tepal. Schab, dalam Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tang-
ga (ADSART) Partai Golkar, Alat
Eelenghapan Dewan (AKD) jalah
ranah dari DPRD yang susunanny:
ditentukan oleh DPP. Sedangkan
Mahkamah Partai merupakan alat
dari internal partai. Sementara
di tubuh DPRD memiliki aturan
tersemdir,

“Kan salah kalau kebijakan
pergeseran dibawa ke Mahkamah
Partai," kata Rudy Mas"od.

Menurutnya, gugatan ke
Mahkamah Partai ity dilakukan
ketika terjadi sebuah permasala-
han antar kader, Berbeda kondisi
dengan yang terjadi saat ini, di
mana keputusan tersebut merupa-
kan sebuah instruks: partad, bulian
sebuah perseterpan antar kader.

“Kan ini instruksi partai, bukan
urusan antar kader partai. Toh di

Gollar ada aturannya, Sehingga se-
luruh kader wajib tunduk terhadap
perintah PP, ucapnya.

Jabatan yang diemban Mak-
mur HAPK mernpakan hasil dari
kerja keras Partai Golkar di Kaltim,
bulkan secara individu. Sebah
Makmur merupakan bagian dari
12 anggota Partai Golkar vang
duduk di DPRD Kaltim. Lagi pula,
pergeseran jabatan pimpinan
DPRD itu merapakan hal vang
biasa terjadi, bukan sebuah hal
vang twbu. “Kita perlu energi baru
dengan elaksanakan kontrolnya
secara lebih bagus," tuturnya,

Sekretaris Fraksi Partai Golkar
DPRD Ealtimm Nidya Listivono
mnemambaliban, terdapal tata tertib
dalam tubuh DPRD. Salah satu-
nya yang mengatur menyanghkut
pergantian pimpinan DPRD. Tata
tertib ini tentunya mengacu pada
aturan dh atasnya, vakni Peraturan
Pemerintah (FP) Momor 12 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusu-
nan Tata Tertib DFRD Provinsi,
Kabupaten, dan Kota. 14 mana,
terdapat tengzat waktu yang apa-
bila proses guipatan masth berjalan,
tetap dilakukan pergantian,

“f0 hari seeara olomatis dilaka-

kan pergan-
tian,” weapn-
¥

6o hari ini
sudah ter-
masuk dari
proses pen-
gajuan hingea
petnentuan,
Misalnva
seperti terja-
di pengajuan
perubahan
AKD, terdapat waktu 14 har un-
tuk kader bersanghutan menerima
atau tidak. 60 hari ity masanva,
Kan secara kelembagaan DPRD
Kaltim tidak bisa tidak menjalan-
kan. Karena ini permintaan dac
partai dan vang tandatangani juga
langsung dari Ketna Umum dan
Sedkgjen partai,” paparnya.

Setiap kader pun kata Tie —sa-
paan akrab Nidya Listivono-,
sudah seharusnya melaksanakan
apa yang menjadi keputusan DPP,
Sebab hukuminyva wajib ontulk di-
laksanakan,

Sementara Makmur HAPE yang
dikonfirmasi terpisah, enggan
berkomentar banyvak, Ta hanya
menyampaikan bahwa sudah ada

RUDY MAS'UD

pengaca-
ranva yang
seclang men-
jalani proses
terscebhut.
“Saya cng-
gak mau ko-
mentari itu,
dia {Rudy
Masud, Red)
kan ketua.
Silalan saja,
kalau dirasa
engpak tepat, va sudsh. Kita {etap
jalankan itw,” ucapnya.

Menurutnya, langkah vang di-
lakukannya ini sebagai langkah
dalam menjaga roh, serta stahilitas
partai, "Saya sudah 30 tahun 0
Gollear. Saya joga itu,” singhkatnya,

Diiketahud, Dewan Pimpinan Pu-
sat (DPP) Partai Golkar menerhit-
ltan surat bernomor B-600;/GOL-
EAR VI 2081 tentang persetujuan
Pergantian Antar Waktu (PAW)
pimpinan DPRD Ealtim sisa masa
jabatan 2019-2024 tertanggal 16
Juni 2021, Isinva, memutuskan
pergantian jabatan posisi pucuk
pimpinan DPRD Kaltim dari Mak-
mur HAPK kepada Hasanuddin
Mas'ud. (av)

MAKMUR HAPK

Daya Serap Masih Minim, Jangan Ulangi Kejadian 2020

Anggaran Covid-19 Rp251 Miliar Harus Maksimal

SAMARINDA - Walil Ketua
DPED Kaltim, Muhammad Sam-
sun mendorong Pemprov Kaltim
untuk memaksimalkan anggaran
penanganan Corona Virus Disease
2019 {Covid-19) vang telah diren-
canakan vakni sebesar Kpast ml-
par. Meourut dia, anggaran berupa
Belanja Tidak Terduga (BT} vang
telah disiapkan itu idealnya dapat
dimaksimalkan penyerapannya,

“Jangan sampai malah enggak
kepakai lagi naoti, atau tidak mak-

simal seperti di tahun
2020 laly,” kata Samsun,
Jumat (30,7) kemarin,
Folitisi PRI Per-
juangan (1'DIF) asal dae-
rah pemilihan (dapil)
Kutai Kartanegara
(Kukar) ini mengata-
kan selama 2021 ini,
penyerapan anggaran
sangat lamban. Bahkan
dar APBIY Kaltim 2021,
vung terserap barn 20

MUHAMMAD
SAMSUMN

persen, “Ini laporan ter-
khir serapan anggaran
di Juni lalu saat lapo-
ran semester pt‘-ﬁtli'l'ld,h
terangnya.

Memang terdapat ban-
vak kendala dan lam-
banova proses penyvera-
pan ini, baik itu dalam
hal Bantuan Keuangan
(Bankeu) maupun lain-
nya. Justru yang tidal
berkaitan dengan hal

ity pun mestinva berjalan lanear.
Tetapi nvatanya tidak.

“Kan lucu, enggak ada kendala
tapi nyatanya serapan baru segity,”
ucapnya,

Karenanya, ia berharap proses
percepatan penanganan Covid-1g
baik dalam bentuk penanganan
maupun bantuan-bantuan da-
pat segera dilakukan. “Karena
masvarakat ini sudah menunggw
dan sangat membutuhkannya,”
tesasnyva, (8y)

Bawaslu: Jangan Ada Perubahan Aturan Mendadak

JAKARTA - Komisioner Badan
Penpawas Pemilu (Bawaslu], Fritz
Edward Siregar berharap tidak
lagi terjadi perubahan peraturan
teknis secara mendadak yong ker-

apterjadi jelang Pemiliban Umum
(Pemilu) ataupun Pemilihan
Eepala Daerah (Pilkada), Menu-
ritnva, penyelenggara Pemilu
harus memiliki aturan teknis yang

HINDARI
KONFLIK

Komisioner Bawashy,
Fritz Edward Sirepar
berharap tidak lagi
terjadi perubahan
peraturan teknis se-
cara mendadak yang
kerap terjadi jefang
Pemilu atau Pilkada.

SINDCHIWE.COM

sama ketika tahapan Pemila dan
Pilkada telah berlangsung.
“Konflik-konflik multi inter-
pretasi semacam ind hars segera
dihindart,” njar Fritz dalam keter-

angannyva vang dikutip dari situs
resmi Bawaslu R1, Jumat (30,7)
kemarin.

Fritz mencontohkan ketika
Pemilu Serentak 2019 lalu, di
mana ada sekitar 7 jula penye-
lenggara Pemilu hingza tingkat
Adhoc. Saat itu, dia mendapat
laporan seringnva perbedaan
talsir anlar sesama penyeleng-
gara Pemilu di lapangan karena
adanya aturan teknis vang beru-
bah dari penyelenggara Pemilu
di pusat.

Atas hal tersebut, dia merasa
perlu bagi penyelenggara Pemilu
untuk memiliki satu kesatuan
aturan teknis, Baginya, upava
ini diharapna nanti tidak lagi
menimbulkan perbedaan penaf-
siran oleh petugas adhoe dalam
bertugas.

“Kalau tidak ada satu kesa-
maan, akan menimbulkan po-
tensi konflik antar penyelengeara
sendirl,” tukasnya, (sin)



